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ABSTRAK

Angka perkawinan di bawah umur di Indonesia terbilang cukup tinggi, salah satu
daerah dengan angka perkawinan di bawah umur yang tinggi adalah Kabupaten
Musi Rawas. Menghadapi hal tersebut BKKBN dituntut untuk mencari solusi yang
tepat dalam menurunkan angka perkawinan di bawah umur di Indonesia. Pada
tingkat daerah melalui DPPKB Kabupaten Musi Rawas yang merupakan bagian
dari Instasi Pemerintah Pusat (BKKBN) mempunyai visi dan misi untuk
menurunkan laju pertumbuhan penduduk, turut serta mencari solusi yang tepat
untuk meminimalisir angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Musi Rawas.
Hal ini direalisasikan melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Oleh
sebab itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana
implementasi program PUP sebagai upaya pencegahan angka perkawinan di bawah
umur di Kabupaten Musi Rawas.

Dalam menganalisa implementasi program PUP di Kabupaten Musi Rawas. Penulis
memfokuskan pada dua pokok permasalahan yaitu Bagaimana implementasi
program dan praktik Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di kabupaten Musi
Rawas dan Sejauhmana program dan praktik Pendewasaan usia Perkawinan (PUP)
di Kabupaten Musi Rawas telah merujuk pada prinsip-prinsip tujuan pembentukan
hukum Islam magqasid as-syari’ah dan telah searah dengan kebijakan publik yang
dicanangkan pemerintah. Pisau bedah analisanya menggunakan teori kebijakan
publik yang dipopulerkan oleh Marilee S. Grindle untuk menganalisis implementasi
program PUP di Kabupaten Musi Rawas dan untuk menganalisa pandangan tokoh
agama terhadap program PUP dianalisa dengan teori Magasid As-Syari’ah.
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) dan
bersifat deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan
metode wawancara. Kemudian data empiris yang sudah dikumpulkan dianalisis
secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dengan teori kebijakan
publik dan Magasid As-Syari’ah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis di DPPKB Kabupaten Musi
Rawas dapat disimpulkan, bahwa: pertama, upaya DPPKB Musi Rawas dalam
mencegah pernikahan ini dilakukan dalam beberapa program dan kegiatan, yaitu
pembentukan Generasi Berencana (GenRe), penyelenggaraan konseling pranikah;
dan penyelenggaraan kerjasama dengan instasi-instasi pemerintah. Kedua, dalam
pelaksanaan PUP untuk pencegahan pernikahan di bawah umur, terdapat beberapa
masalah yang meliputi, masih kuatnya pengaruh budaya dan lingkungan, minimnya
anggaran, dan pengaruh kemajuan IPTEK dan pergaulan bebas. Ketiga, ditinjau
dalam perspektif magasid dan kebijakan publik PUP telah mengarah pada upaya
realisasi magasid as-Syari’ah, terutama berkaitan dengan perlindungan jiwa (hifz
an-nafs), perlindungan keturunan (hifz an-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-
mal) dan kesesuainnya tersebut ditegaskan oleh para ‘ulama atau tokoh agama di
wilayah tersebut.

Kata Kunci: DPPKB, Perkawinan di bawah umur, Pendewasaan Usia Perkawinan.
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MOTTO

Cila 3 alall] g5 g1 Cl g aSia ) gial cpdl) 400 &

“Allah mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antara kamu, sedangkan orang-

orang yang berilmu (Allah angkat) beberapa derajat™

1 Al-Mujadalah (58): 11.
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A. Konsonan Tunggal

HAli;lgf Nama Huruf Latin Keterangan

j Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

« Ba' B Be

O Ta' i Te

<y Sa' N es (dengan titik atas)

z Jim J Je

z Ha' H ha (dengan titik di bawah)
z Kha' Kh Ka dan Ha

J Dal D De

3 Zal _ Zet (dengan titik di atas)
D) Ra' R Er

) Zai YA Zet

o Stn S Es

g Syin Sy Es dan Ye
U Sad S Es (dengan titik di bawah)
Ul Dad D De (dengan titik di bawah)
L Ta' T Te (dengan titik di bawah)
L za' Z Zet (dengan titik di bawah)
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'‘Ayn L Koma terbalik (di atas)
Gayn G Ge
Fa' F Ef
3 Qaf Q Qi
&l Kaf K Ka
J Lam L El
e Mim M Em
O Nin N En
9 Waw w We
° Ha' H Ha
I3 Hamzah \ W Apostrof
&S Ya N/ Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

535 Ditulis Mawacdah
g : Dituli Jahannam

C. Ta’ Marbitah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan maka ditulis h

Al Ditulis Hikmah

ale Ditulis llah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap
ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali

dikehendaki lafal aslinya.



2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka

ditulis dengan h

£\ 3L S

Ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila ta’marbiaitah hidup atau dengan harkat fathah,

ditulis t atau h

kasrah dan dammah

hill 385

Ditulis Zakah al-fitri
D. Vokal Pendek
- Ditulis A
(s " Ditulis faala
= Ditulis |
)53 Kasrah Ditulis Zukira
2 " U
LAk Dammah Ditulis Yazhabu
E. Vokal Panjang
Fathah + Alif Ditulis A
“a Ditulis fala
Fathah + ya’mati Ditulis A
& Ditulis tansa
Kasrah + ya’ mati Ditulis I
Juads Ditulis Tafsil
Dammah + wawu Ditulis u
mati usal
3l
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati Ditulis ai
) 6\;,533\ Ditulis az-zuhailt




Fathah + wawu
mati

alsa

Ditulis
Ditulis

au
ad-daulah

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

f’“ﬁ Ditulis a’antum
e Ditulis widdat
?"-)S‘:“ G Ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

A Ditulis al-Quran
ol Ditulis al-Qiyas

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf | (el) nya.

sladal Ditulis as-Sama
Gl Ditulis asy-Syams

I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

UA}}QS\ Lﬁ;ﬁ Ditulis zawi al-fur(d
& Jal Ditulis ahl as-sunnah

Xi




KATA PENGANTAR

e ) ) -
Whes! Oolies oy Lwiil 98 o dibdgaig 0 brts s Atninig odkad &b dad! O
N ooy il YA Y O dgal ad oals Y Ly ey a) iz Vb Al oy oy
4y dl Jeg do Ll e Lo V.@.U\ (oo o Ilast Olugily d Ely
(A L) el ol S0
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin baik fisik dan mental seseorang dalam menyikapi tantangan
kehidupan, maka semakin baik pula kesiapannya untuk melangsungkan
perkawinan. Dewasa ini, perkawinan tidak hanya dilihat dari fisik dan mental saja,
kesiapan seseorang menikah juga dilihat dari batas umur seperti yang disebutkan
dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila dan
wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Artinya, yang disebut
sebagai perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang tidak memenuhi

syarat ketentuan batas usia dalam hukum perkawinan?®.

Seseorang dianggap cakap hukum atau dewasa jika telah berumur 21 (dua
puluh satu) tahun penuh atau telah menikah. Demikian pula dalam Undang-
Undang perkawinan, yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan jika telah
berumur 19 (Sembilan belas) tahun.*Batas minimal perkawinan dalam undang-
undang tersebut dianggap telah siap secara jiwa dan fisik berumah tangga.
Adanya batasan perkawinan diharapkan dapat mewujudkan perkawinan yang

ideal tanpa berakhir perceraian. Sehingga dengan tercapainya tujuan tersebut

% Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7.
* Ibid., him. 72.

1



diharapkan dapat melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Serta dapat

menekan laju kelahiran dan menurunkan angka kematian ibu dan anak.®

Dadan Muttagien dalam tulisannya menjelaskan bahwa dalam menentukan
umur dewasa terdapat perbedaan antara hukum Islam maupun hukum positif.
Hukum Islam menggunakan penentuan tanda balig sebagai dasar kedewasaan
sedangkan hukum positif menggunakan penentuan umur yang matematis. Dalam
hukum Islam tidak ada campur tangan lembaga ataupun orang dalam menentukan
kedewasaan sedangkan dalam hukum positif ada campur tangan lembaga yaitu
presiden dan atau hakim. Akan tetapi keduanya memiliki tolak ukurnya sama

dalam hal keharusan kondisi akal yang sehat.®

Pada tahun 1983 Instruksi Kementrian Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1983
yaitu tentang usia perkawinan. Instruksi ini muncul dalam rangka mendukung
program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (KB) yang
menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan
oleh seseorang yang berusia di bawah 20 tahun (perempuan) dan 25 tahun (laki-
laki). Selain menekan angka pernikahan dini tujuan instruksi ini juga untuk
mencegah terjadinya laju pertumbuhan penduduk yaitu berupa angka kelahiran
yang tinggi, sehingga program Keluarga Berencana (KB) nasional dapat berjalan

seiring dengan implementasi peraturan perkawinan saat ini.’

° Penjelasan UUP No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 7
ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan
belas) tahun.

® Ibid., him. 75.

7 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006),
him. 11.



Seiring perubahan zaman, batas minimal usia menikah mengalami perubahan.
Dalam penjelasan atas perubahan norma dalam Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974, tentang perbaikan norma dengan menaikkan usia minimal
perkawinan bagi wanita yaitu 19 (Sembilan belas) tahun® Kemudian Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan programnya
yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) mempunyai kepentingan tersendiri
dalam menyelesaikan permasalahan kependudukan. Yaitu dengan membuat
gagasan dan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya menunda usia

perkawinan dan usia melahirkan anak pertama.®

Dalam UU No. 52 Tahun 2009 yang dimaksud Keluarga Berencana (KB)
adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan,
mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak
reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Upaya tersebut
diwujudkan dengan membentuk program PUP. Gagasan dibentuknya program

PUP merupakan implementasi dari pembangunan keluarga di Indonesia-*°

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia
pada perkawinan pertama. Sehingga pada saat perkawinan pertama perempuan
telah mencapai usia minimal 20 tahun dan laki-laki minimal berusia 25 tahun.
Batasan usia ini dianggap sudah siap, baik dipandang dari sisi kesehatan maupun

dari sisi perkembangan emosional seseorang untuk menghadapi kehidupan

8 Pasal 7 ayat (1).

® Rahmat Rosyadi, Soeroso, Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam, (Bandung:
Pustaka, 1986), him. 97.

10 Kurikulum Diklat Teknis Pengelolaan PIK Remaja/Mahasiswa Bagi Pengelola, Pendidikan
Sebaya dan konselor sebaya PIK Remaja/Mahasiswa, (Jakarta: BKKBN, 2014), him. 109.



berkeluarga. Tujuan dari program PUP ini yaitu untuk memberikan pemahaman
dan kesadaran kepada remaja agar kelak ketika memutuskan akan menikah dan
berumahtangga dapat memperhatikan berbagai aspek mengenai kesiapan mental,

fisik, ekonomi, sosial serta jarak kelahiran anak.!

Program PUP bertujuan untuk membantu remaja agar mereka memahami
bahwa pernikahan harus dilakukan pada saat yang tepat. Program PUP
diharapkan dapat mewujudkan salah satu target yang ingin dicapai BKKBN yaitu
menikah di usia yang ideal. Upaya BKKBN dalam mensosialisasikan pentingnya
PUP antara lain melalui Konseling Pranikah. Dalam Konseling Pranikah remaja
diberikan pengertian dan kesadaran agar tidak buru-buru menikah. Remaja diberi
pemahaman bahwa menikah di usia dini dapat menimbulkan dampak negatif

yang lebih besar dibandingkan dampak positifnya.*?

Gagasan program PUP sebagai upaya meminimalisir pernikahan yang telah
dituangkan dan dipositifkan ke dalam undang-undang tentu membutuhkan
pengkajian yang mendalam sebagai sebuah program. Suatu aturan atau program
apabila tidak sesuai dengan apa yang dipercaya rakyat sebagai pelaksana, besar
kemungkinan tidak akan dirujuk masyarakat sebagai petunjuk perilakunya.
Sekalipun terdapat sanksi yang dilaksanakan secara terorganisir, tetap saja aturan
tersebut akan condong diabaikan oleh masyarakat. Semua pengabaian tersebut

berujung menjadi tak bermakna sebab aturan tersebut tak dikenal. Walaupun PUP

11 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012. Pernikahan Dini pada
Beberapa Provinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan
di Daerah. Diakses pada 4 Maret 2020 Pukul 23.25.

12 Khairunnas, Menyiapkan Generasi Emas, (Jakarta: BKKBN, 2013), him. 102.



melakukan berbagai kontribusi dan memiliki nilai penting terhadap perubahan
sosial, namun secara substansi program ini tentu memunculkan berbagai
pertanyaan yakni bagaimana program ini dipersiapkan dan direncanakan agar
terwujud, bagaimana interaksi DPPKB dengan para pihak yang terkait serta

bagaimana pandangan tokoh agama terhadap program ini.*3

Sejarah dan perkembangan Keluarga Berencana (KB) di Indonesia tentu tak
luput dari kontribusi para pemuka agama. Pada saat kongres Perkumpulan
Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) tahun 1967 para pemuka agama Islam,
Katolik, dan Hindu memberikan dukungan penuh terhadap program KB. MUI
dan NU sebagai perwakilan dari pemuka agama Islam, yang dianut mayoritas
masyarakat Indonesia turut serta memberikan dukungan terhadap program
pemerintah tersebut. Tentu dukungan ini menjadi angin segar bagi pemerintah,
karena ulama adalah teladan, yang fatwanya merupakan pedoman mayoritas

masyarakat.'*

Atas dasar inilah, mengapa pandangan tokoh agama Kabupaten Musi Rawas
yaitu MUI dan NU dibutuhkan, untuk memberikan jawaban terkait urgensi
program PUP kepada masyarakat. Harapannya demi terwujud suatu aturan yang
berlaku sebagai rujukan masyarakat dan berjalannya pengembangan hukum

perkawinan nasional ke depan.

13 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Dalam Masyarakat, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013),
him. 50-51.

14 Nani Soewondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat, (Jakarta:
Yudhistira, 1984), him. 184.



Data yang telah penulis peroleh dari DPPKB Musi Rawas, data ini diambil
dari rekapitulasi laporan KUA se-Kabupaten Musi Rawas yang setiap bulan
dilaporkan ke DPPKB Musi Rawas pertama, untuk tahun 2017 dari 5186 jumlah
orang yang menikah, sebanyak 2235 orang didominasi menikah di bawah usia
ketentuan program PUP. Kedua, pada tahun 2018 dari 5038 jumlah orang yang
menikah, sebanyak 1818 orang yang menikah di bawah umur. Ketiga, pada tahun
2019 dari 6436 jumlah orang yang menikah, sebanyak 2206 orang yang menikah
di bawah umur. Keempat, untuk tahun 2020 dari 5554 jumlah orang yang
menikah, sebanyak 1475 orang menikah di bawah umur. Jika dihitung secara
persentase tahun 2017 sebesar 43.09 %, tahun 2018 sebesar 36.08 %, Dilihat dari
data di atas dari tahun ke tahun berkat program PUP angka pernikahan di bawah
umur di Musi Rawas mengalami penurunan yang bertahap dari tahun-tahun

sebelumnya. *

Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis sejauh mana implementasi
program PUP di Musi Rawas, serta ingin mengetahui bagaimana para pelaksana
kebijakan (DPPKB Musi Rawas) dalam mengupayakan berjalannya program
PUP ini. Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Musi Rawas karena
kabupaten ini sebagai salah satu daerah dengan angka perkawinan di bawah umur

tertinggi di Sumatera Selatan.®

15 Wawancara dengan bapak Drs. Supardiyono Kepala Dinas DPPKB Kabupaten Musi Rawas,
tanggal 27 Oktober 2020.

16 Wawancara dengan bapak Asron Afinsi Sekretaris DPPKB Kabupaten Musi Rawas, tanggal
27 Oktober 2020.



Selama 3 tahun berturut-turut Kabupaten tersebut memiliki jumlah
perkawinan di bawah umur tertinggi se-Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan
uraian diatas penulis tertarik untuk membahas persoalan mengenai Program
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) DPPKB di Kabupaten Musi Rawas dengan
judul “Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Melalui Program
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Dalam Perspektif Magasid As-

Syart’ah (Studi di DPPKB Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan)

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam

penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi program dan praktik Pendewasaan Usia
Perkawinan (PUP) di kabupaten Musi Rawas?

2. Sejauhmana program dan praktik Pendewasaan usia Perkawinan (PUP) di
Kabupaten Musi Rawas telah merujuk pada prinsip-prinsip tujuan
pembentukan hukum Islam magasid as-syari’ah dan telah searah dengan

kebijakan publik yang dicanangkan pemerintah?

C. Tujuan Dan Kegunaan
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah

1. Untuk menganalisa implementasi program dan praktik Pendewasaan Usia

Perkawinan (PUP) di kabupaten Musi Rawas.



2. Untuk menganalisa apakah program dan praktik Pendewasaan usia
Perkawinan (PUP) di Kabupaten Musi Rawas telah merepresantasikan
magqasid as-syari’ah dan prinsip kebijakan publik?

Kegunaan dalam penelitian ini secara teoritis, diharapkan bisa memberikan
sumbangsih atau ide bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang
Hukum Keluarga dan memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya
remaja tentang pentingnya menikah di usia ideal dan dampak-dampak negatif
yang terjadi akibat menikah di usia muda. Secara praktis, penelitian ini
diharapkan dapat menjadi rujukan dan bisa membantu DPPKB Kabupaten
Musi Rawas dalam upaya mencegah perkawinan di bawah umur. Diharapkan
program-program yang ada di DPPKB Kabupaten Musi Rawas dapat dijadikan
pedoman serta menambah wawasan bagi masyarakat agar lebih

mempertimbangkan usia menikah.

D. Telaah Pustaka
Berdasarkan penelusuran penulis dari beberapa kajian pustaka, terdapat
beberapa karya tulis terkait dengan topik yang akan diteliti mengenai Program
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di BKKBN. Penulis telah melakukan
penelaahan terhadap penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk mengetahui

keaslian dan keabsahan dari penelitian ini.



Penelitian mengenai pandangan pemuka agama terkait program PUP.
Seperti yang dilakukan oleh Aminullah,” Enik Citrawati'® yaitu para pemuka
agama sepakat dengan upaya BKKBN dalam menekan angka pernikahan dini
melalui program PUP. Pemuka agama juga memberi pandangan bahwa banyak
sekali mudharat yang disebabkan oleh pernikahan usia dini khususnya bagi

masyarakat.

Penelitian selanjutnya adalah beberapa karya tulis terkait Program PUP

BKKBN ditinjau dari perspektif Magasid As-Syari’ah. Karya-karya ini

7" Aminullah dalam penelitiannya bertujuan untuk menjelaskan ketentuan program PUP
BKKBN di wilayah Yogyakarta dan kemudian memetakan pandangan Tokoh Agama di Yogyakarta.
Hasil penelitiannya batas minimal usia perkawinan yang di gagas oleh BKKBN dianggap sudah baik
dipandang dari sisi kesehatan maupun emosional. Begitu juga menurut pandangan Tokoh Agama
Yogyakarta program PUP ini dianggap sudah baik dan banyak memberikan kemaslahatan kepada
masyarakat. Lihat Aminullah, “Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan tokoh Agama
terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan Dan Keluarga
Berencana (BKKBN) Wilayah D.I Yogyakarta”. Tesis, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga, 2017.

18 Enik Citrawati dalam hasil penelitiannya menjelaskan dalam Islam tidak ada ketentuan
terkait usia perkawinan dan jika terjadi kasus yang tidak ada dalam ketentuan hukum Islam maka
MUI merupakan lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa hukumnya. Dalam
penelitiannya MUI sependapat dengan apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatur usia
pernikahan bagi masyarakat. MUI juga sependapat dengan alasan pemerintah mengeluarkan aturan
tersebut yaitu demi kemaslahatan masyarakat. Lihat Enik Citrawati, “Pandangan MUI NTB
Terhadap Aturan Pendewasaan Usia Pernikahan di Nusa Tenggara Barat”, dalam Jurnal Qawwam,
Vol. 11, No. 2 (Desember 2018), him. 132-151.
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mencakup tulisan Muawwanah,® Ahmad Syaerozi,?® Muhammad,?! yang
fokus penelitiannya terletak pada pentingnya program PUP dilihat pada sisi

kemaslahatan.

Beberapa karya tulis terkait keberhasilan program PUP dalam menurunkan
angka perkawinan di bawah umur juga dilakukan oleh para pengkaji

sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Ahmad Faisol,?? Yonas Efendi,?® Yuli

19 Muawwanah menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa program PUP dipandang memiliki
kesesuaian dengan magqashid syariah, yakni dalam hal menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga
jiwa, dan menjaga harta. Lihat Muawwanah, “Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Magashid
Syari’ah”. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7, No. 2 (2018), him. 1-11.

20 Ahmad Syaerozi dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa upaya yang telah dilakukan
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Lombok Timur
dalam melaksanakan Program PUP belum berjalan secara efektif dan banyak mendapat halangan
dari tokoh agama setempat, KUA di Kabupaten Lombok Timur juga mengalami dilema dengan
adanya program tersebut. Pengaruh agama yang kuat, masih memandang balig sebagai kebolehan
untuk menikah tanpa melihat kesiapan dari segi fisik dari calon mempelai. Jika dilihat dari
manfaatnya PUP ini harus mendapatkan dukungan dari masyarakat karena tujuan dari program
tersebut sejalan dengan magashid syariah yaitu melindungi jiwa dan keturunan. Lihat Ahmad
Syaerozi, “Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan Dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Studi Di
BP3AKB Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Perspektif Maqashid Syariah”. Tesis,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.

21 Muhammad dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa perkawinan perlu ditunda jika
belum mencapai usia matang. Tujuan dari penundaan perkawinan agar setiap calon suami dan isteri
telah siap baik dari segi fisik, mental, psikis, sosial, dan ekonomi. Dalam analisis hukum Islam,
untuk membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah, peningkatan usia perkawinan
sangat diperlukan karena mengandung maslahah, sekaligus sebagai tindakan preventif yang
dilakukan untuk menghindari dampak buruk nikah dini dan juga merupakan interpretasi dari sad az-
zari’ah. Lihat Muhammad, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pendewasaan Usia
Perkawinan di Bappenas dan KB Kota Surabaya”. Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam
IAIN Sunan Ampel, 2014.

22 Ahmad Faisol memaparkan bahwa Program PUP ini dipandang sangat penting dan berjalan
efektif dalam membantu menekan angka pernikahan dini, dari hasil penelitiannya juga menerangkan
bahwa program PUP tidak bertentangan dengan hukum Islam karena pada dasarnya Islam
memberikan penekanan bahwa perkawinan sebaiknya dilakukan dan diukur dari segi kedewasaan.
Lihat Ahmad Faisol, “Analisis Hukum Islam Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan
(PUP) Oleh dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Nasional (DPPKB)
Kabupaten Banyuwangi Dalam Mengurangi Pernikahan Dini”. Skripsi, Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Ampel 2019.

2 Yonas effendi dalam penelitiannya menerangkan bahwa program PUP memiliki urgensi
tidak hanya dalam pencegah perkawinan usia dini tetapi juga memiliki urgensi dari segi lain yaitu
dari segi kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan hukum. Dalam penelitiannya Yonas Efendi
mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi dan mendukung keefektifan program PUP,
yaitu gencarnya BKKBN dalam melakukan sosialisasi dan masyarakat menerima dan mendukung
program PUP tersebut., “Urgensi dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN
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Nurul Asri,?* Asih Suryanti®® merupakan beberapa di antaranya. karya-karya
ini memfokuskan tingkat keberhasilan program PUP dalam menekan angka
perkawinan di bawah umur. Para pengkaji melihat keberhasilan program ini
melalui upaya BKKBN dalam mensosialisasikan pentingnya menikah dengan
mempertimbangkan kesiapan mental, fisik, sosial, ekonomi serta menentukan

jarak kelahiran.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, keseluruhan penelitian membahas tema
terkait program BKKBN yaitu program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).
Berbeda dengan penelitian sebelumnya, obyek penelitian yang akan peneliti
teliti adalah di DPPKB Kabupaten Musi Rawas. Peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian di Kabupaten Musi Rawas karena kabupaten ini memiliki
kasus pernikahan di bawah umur yang tinggi. Penulis ingin menganalisis
program-program yang dilakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi program
PUP ini belum bisa menekan angka pernikahan di bawah umur dan melihatnya

dari perspektif magasid as-syari’ah dan kebijakan publik. Hal ini juga menurut

(Studi atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Banda Aceh). Skripsi, Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Ar-Raniry 2019.

24 yuli Nurul Asri dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa bimbingan program PUP
memegang peranan yang sangat penting dalam membantu pemerintah untuk menekan angka
perkawinan dini. Dampak positif dari sisi remaja, remaja dapat memahami pentingnya usia menikah
yang ideal dan lebih percaya diri dalam menghadapi masalah dan mampu mendewasakan usia
pernikahan. Lihat Yuli Nurul Asri, “Peranan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Dalam
Mengurangi Pernikahan Dini (Penelitian di PIK-KRR Rumah Remaja Desa Giriasih Kecamatan
Batujajar Kabupaten Bandung Barat”. Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan
Gunung Dijati, 2010.

% Asih Suryanti dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa implementasi kebijakan
pengendalian penduduk melalui program PUP sudah berjalan efektif walaupun masih belum optimal
dalam menekan angka pernikahan dini. Lihat Asih Suryanti, “Implementasi Kebijakan Pengendalian
Penduduk Melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa
Yogyakarta (Studi Kasus Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantu”. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Terbuka, 2017.
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peneliti perlu dikaji terkait kendala apa saja yang mempengaruhi dalam

menjalankan program PUP di Kabupaten Musi Rawas.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam suatu kajian atau riset bertujuan untuk memberikan
sedikit gambaran mengenai asumsi dan penjelasan terhadap permasalahan yang
akan dikaji.?Mengenai topik Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur
Melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP): Kajian Perspektif
Magasid As-Syari’ah. Teori utama yang digunakan dalam menganalisa
permasalahan program PUP BKKBN yakni Teori Merilee S. Grindle atau biasa
disebut sebagai kebijakan publik yang merupakan dasar untuk menganalisa
pokok permasalahan pada penelitian ini. Teori Merilee S. Grindle menyatakan
bahwa keberhasilan dari realisasi kebijakan publik seperti program kebijakan
publik dipengaruhi oleh dua kategori inti yakni, isi kebijakan dan lingkungan
implementasi suatu kebijakan tersebut.

Untuk menjawab kategori dari isi kebijakan, Merilee S. Grindle
merumuskan 6 cara sebagai berikut:?’
1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target termuat dalam isi

kebijakan

2. Jenis dan manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran

3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan

% M. Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, (Jakarta:
Kencana, 2012), him.10.

27 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008), him. 93.
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4. Apakah letak sebuah program sudah tepat
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai

Kemudian kategori lingkungan dari implementasi suatu kebijakan, dalam

menganalisanya terdapat 3 (tiga) cara yakni:

1. Seberapa besar kekuasaan. Strategi, dan kepentingan yang dimiliki oleh para
implementor dalam mengimplementasi kebijakan

2. Karakteristik institusi

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Kemudian Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam teorinya, ada
tiga kategori inti yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:
karakteristik dari suatu masalah, karakteristik sebuah kebijakan/undang-
undang, dan variabel lingkungan.?® PUP merupakan arah kebijakan dan
strategi BKKBN dalam pengendalian laju kependudukan. Tujuan digunakan
teori ini untuk menganalisis bagaimana DPPKB Musi Rawas mampu
mengimplementasikan program PUP untuk masyarakat dan dinamika yang
terjadi dalam menjalankan program PUP.

Teori berikutnya yang peneliti gunakan yakni teori sosiologis sebagai
pisau analisis pendukung. Teori sosiologis digunakan untuk mengurai
pandangan tokoh agama mengenai program PUP serta menganalisis program
tersebut. Tokoh agama adalah satu-satunya pemangku otoritas agama. Tokoh

agama menempati posisi yang khusus dalam kelompok masyarakat muslim,

28 bid., him. 94.



14

pandangan dan fatwanya diikuti dan juga dijadikan figur yang sangat dihormati.
Merujuk pada teori otoritas Max Weber, otoritas dipahami sebagai kekuasaan
untuk mempengaruhi dan mengontrol orang lain, dan otoritas hanya dimiliki
beberapa orang.

Max Weber mengkonstruksi otoritas ke dalam tiga bentuk yaitu, otoritas
tradisional, otoritas legal-rasional, dan otoritas karisma. Otoritas tradisional
yaitu masyarakat menerima dan mengakui wewenang dan keputusan yang
diambil oleh pemimpin didasarkan pada kepercayaan yang sudah turun
temurun (tradisi). Otoritas secara legal-rasional yaitu otoritas yang diakui
berdasarkan legalitas aturan untuk mengeluarkan perintah. Terakhir yaitu
otoritas karisma, otoritas ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Otoritas
karisma hanya disematkan kepada seorang pemimpin yang mampu merangkul
masyarakat seperti tokoh agama.?®Otoritas karismatik menunjuk pada suatu
kuasa atas pemimpin di mana masyarakat adalah pihak yang tunduk terhadap
perintah karena keyakinan pada kualitas luar biasa seorang tokoh.*°

Teori selanjutnya yaitu teori Magasid As-Syari’ah, karena peneliti
merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang mengintegrasikan dan
menginterkoneksikan dengan ilmu keislaman maka peneliti menambahkan
teori tersebut sebagai teori pendukung. Secara etimologi Magasid As-Syart’ah

terdiri dari dua kata, yaitu Magqasid (kesengajaan atau tujuan) dan As-Syari’ah

2 Effendi Chairi, “Ketiadaan Otoritas Terpusat dalam Fenomena Kontemporer di Indonesia:
Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber”, dalam jurnal Sangkep, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember
20019), him. 201.

30 Max Weber, Sosiologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), him. 352.
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(jalan menuju sumber air). 3! Dengan demikian, yang dimaksud dengan
Magasid As-Syari’ah secara harfiah yakni tujuan, maksud atau sesuatu yang
hendak diwujudkan oleh syariah melalui ketentuan hukumnya.32Adapun tujuan
dari Magasid As-Syari’ah adalah untuk memelihara dan mewujudkan
kemaslahatan umat Islam yaitu dengan menghindari keburukan, menarik
manfaat, dan menghindari mudharat. 3 Syatibi berpandangan bahwa
kemaslahatan dapat dicapai apabila telah memenuhi lima unsur pokok yaitu
agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Sebagai upaya untuk mewujudkan
lima unsur pokok tersebut ia membagi menjadi tiga tingkat Magasid, yaitu:
a. Al-Magasyid ad-Daruriyat
konsep daruriyat yang dimaksud adalah untuk memelihara lima unsur
pokok kehidupan manusia, jika aspek daruriyat tidak terwujud maka akan
merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat.3Aspek daruriyat juga
dinilai sangat penting demi berlangsungnya urusan akhirat dan kehidupan
manusia dengan baik. Maqashid ad-Daruriyat terletak pada lima macam
perlindungan kepentingan manusia yaitu, perlindungan agama (zifdz al-
din), perlindungan keturunan (zifdz al-nasl), harta (hifdz al-mal-wa al-
‘irdh), perlindungan jiwa (rifdz al-nafs) dan juga perlindungan akal (zifdz

al-agl).*®

31 Muhammad Syukron Alban Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2013), him. 105.

32 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: UAD Press, 2020), him.
49.

33 Musolli,” Maqashid Syariah dan Isu-Isu Kontemporer”, dalam Jurnal At-Turas, Vol. 5, No.
1, (Januari-Juni, 2018), him. 62.

34 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid Syari’ah Menurut AI-Syatibi, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 1996), him. 72.

35 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, him. 54
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b. Al-Magasyid al-Hajjiyat
Hajjiyat diibaratkan dengan kebutuhan sekunder, mengabaikan aspek
hajjiyat tidak akan merusak lima unsur pokok tersebut. Hajjiyat adalah
aspek hukum yang dibutuhkan untuk mengurangi beban agar hukum dapat
dijalankan dengan baik.%

c. Al-Magasyid at-Tahsiniyyat
Tahsiniyat secara bahasa berarti penyempurna, untuk mencapai
pemeliharaan lima unsur pokok di atas maka tahsiniyyat merupakan
penyempurna dari hajjiyat. Sedangkan daruriyyat merupakan pokok dari
hajjiyat dan tahsiniyyat, artinya ketiga tingkat Magasid tersebut saling

berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.®’

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research).
Data penelitian ini yaitu pertama, pandangan tokoh agama MUI dan NU Musi
Rawas terkait program PUP sebagai data pendukung dan kedua, dilihat dari
beberapa program yang ada di DPPKB Musi Rawas, tujuannya untuk
mengetahui dan melihat secara langsung sejauh mana program-program
dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di DPPKB Musi Rawas

terealisasi.

36 Muhammad Syukron Alban Nasution, Filsafat Hukum Islam, him. 106.
37 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi, him. 72
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini  bersifat deskriptif-analitik, yang bertujuan untuk
mendeskripsikan masalah dengan teknik mengumpulkan, penyusunan, dan
penganalisaan data. Deskriptif yaitu menjelaskan realitas yang ada di
lapangan, sehingga peneliti dapat melihat keadaan sebenarnya yang ada di
lapangan. Analisis yakni penulis menganalisis pandangan tokoh agama MUI
dan NU terhadap program PUP dan pemahaman para staf DPPKB yang aktif
menjalankan program PUP.
3. Sumber Data
a. Data Primer
Sumber data primer vyaitu data yang diperoleh langsung dari
sumbernya baik dari wawancara dan laporan berupa dokumen tidak resmi
yang akan diolah oleh peneliti.*® Sumber data ini diambil dengan cara
penulis terjun langsung dengan melakukan wawancara serta mengamati
kegiatan-kegiatan yang dilakukan DPPKB Musi Rawas dalam
merealisasikan program PUP. Objeknya yaitu para staf DPPKB Musi
Rawas yang berpartisipasi langsung dalam menjalankan program-
program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan penulis melakukan
wawancara langsung kepada tokoh agama MUI dan NU Kabupaten Musi

Rawas terkait program PUP sebagai data pendukung.

38 Zainudin Ali, Metodologi Penelitian .... hlm. 106.
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b. Data Sekunder
Data yang diperoleh peneliti diambil dari buku-buku yang
berhubungan dengan objek penelitian ini baik dari jurnal, skripsi maupun
tesis, serta dokumen-dokumen resmi. %
4. Teknik Pengumpulan Data

a. Peneliti melakukan pengamatan mengenai program-program yang akan
dilaksanakan DPPKB kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.
Tujuannya untuk mendapatkan hasil dari terealisasi nya program ini.

b. Wawancara (interview), yaitu peneliti mengumpulkan data dengan
melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait. Peneliti
melakukan wawancara kepada kepala DPPKB Musi Rawas dan para staf
yang ada di lingkungan DPPKB Kabupaten Musi Rawas serta melakukan
wawancara kepada tokoh agama MUI dan NU di Kabupaten Musi Rawas.
Sebelum melakukan wawancara peneliti akan menyusun pedoman yang
akan dijadikan bahan wawancara.

5. Pendekatan Penelitian
Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan
teori kebijakan publik yang dipopulerkan oleh Marilee S. Grindle dalam
penelitian ini. Pendekatan ini penulis gunakan untuk mengkaji dan
menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan-bahan sekunder dan
bahan primer yaitu pandangan tokoh agama MUI dan NU di Kabupaten Musi

Rawas terkait program PUP dan ketentuan program PUP BKKBN dalam upaya

39 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 195.
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pencegahan perkawinan di bawah umur, dengan permasalahan pernikahan di
bawah umur di Kabupaten Musi Rawas. Karena peneliti juga merupakan
mahasiswi Ilmu Syari’ah, maka peneliti menambahkan pendekatan yang
berkaitan dengan bidang keislaman yang sifatnya sebagai teori pendukung,
yaitu Magasid As-Syari’ah yang telah peneliti paparkan di bagian kerangka
teori.
6. Analisis Data
Analisis data merupakan proses yang dilakukan dengan memilah-milah
data yang kemudian data yang telah terpilih dapat dikelola. Data hasil dari
penelitian penulis analisis secara deskriptif-analitik dengan menggunakan
pendekatan yuridis empiris. Penulis analisis dengan teori-teori yang akan
digunakan. Tujuannya agar dapat mempermudah penulis menyusun untuk

mengaitkan data dengan masalah yang akan diteliti dan dianalisis.

G. Sistematika Pembahasan
Pembahasan dalam penelitian ini bab pertama memuat pendahuluan yang
berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, rumusan
masalah, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
Bab ini merupakan bahan acuan yang akan dipakai peneliti. Bab ini menitik
beratkan pada kerangka teori dan metode penelitian yang akan menjadi acuan

pada bab-bab selanjutnya.
Bab kedua membahas mengenai ketentuan usia perkawinan. Yaitu penulis

akan menjabarkan secara detail tentang hal-hal yang berkaitan tentang
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pengertian perkawinan, dasar hukum, rukun, syarat, tujuan, dan larangan
perkawinan serta ketentuan usia perkawinan di Indonesia.

Bab ketiga peneliti akan menjabarkan tentang gambaran umum DPPKB
Kabupaten Musi Rawas, ketentuan program PUP, manfaat serta tujuan
program Pendewasaan Usia Perkawinan, serta implementasi program PUP di
DPPKB Musi Rawas.

Bab keempat berisi analisis kebijakan publik dan magqasid terhadap
program PUP sebagai upaya pencegahan perkawinan di bawah umur, yang
akan dibagi menjadi tiga pokok bahasan. Pertama, akan menganalisis terkait
program PUP sebagai wujud perlindungan reproduksi dan hak perempuan,
kedua, analisis mengenai program PUP sebagai wujud kesejahteraan keluarga
dan masyarakat, dan ketiga program PUP sebagai wujud kepentingan terbaik
bagi keturunan.

Diakhiri bab kelima penutup yaitu kritik dan kesimpulan dari penulis



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya pencegahan perkawinan di
bawah umur melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam
perspektif magasid as-syari’ah studi di DPPKB Kabupaten Musi Rawas)”,

kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis sebagai berikut:

Implementasi program PUP sebagai upaya pencegahan perkawinan di bawah
umur di DPPKB Kabupaten Musi Rawas dilakukan dengan cara pertama,
pembentukan Generasi Berencana (GenRe), yang didalamnya dibentuk juga PIK
Remaja dan BKR (Bina Keluarga Remaja) sebagai wadah bagi remaja dan orangtua
untuk mensosialisasikan usia ideal perkawinan dan sex education. kedua,
penyelenggaraan konseling pranikah. Dan ketiga, kerjasama dengan instansi-
instansi  pemerintah.  Selanjutnya  ada  beberapa  kendala  dalam
mengimplementasikan program PUP di Kabupaten Musi Rawas, yang pertama,
masih kuatnya pengaruh dari budaya dan lingkungan sosial. Kedua, karena
minimnya anggaran. Ketiga, adanya pengaruh dari kemajuan IPTEK dan pergaulan

bebas.

PUP merupakan wujud realisasi magashid perkawinan yang merupakan cabang
dari kajian Magasid As-Syari’ah terutama perwujudan dari perlindungan jiwa (hifz
an-nafs), perlindungan keturunan (hifz an-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-
mal), terutama kaitannya dengan upaya PUP untuk meningkatkan usia perkawinan

bagi perempuan 20 tahun dan laki-laki 25 tahun merupakan bagian dari tandzim al-
102
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alagah bayn al-jinsyan yakni mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan
agar menikah di usia yang ideal demi tercapainya keharmonisan keluarga. Upaya
ini terutama relevan dengan harapan bahwa meningkatnya usia pernikahan bagi
perempuan 20 tahun dan laki-laki 25 tahun dapat menurunkan tingkat kehamilan
atau Total Fertility Rate (FTR) agar terwujudnya hifz an-nasl yaitu menjaga garis
keturunan dan mengantisipasi ketidaksiapan reproduksi perempuan dan tanggung

jawab ekonomi laki-laki.

Program PUP ini juga selaras dengan pandangan para tokoh agama NU dan
MUI Kabupaten Musi Rawas dan juga dengan pernyataan staf-staf DPPKB Musi
Rawas. Untuk itu, program PUP perlu disosialisasikan lebih masif kepada
masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak remaja dengan melibatkan

dan menggandeng tokoh agama dan instansi pemerintah setempat.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan dengan
segala kerendahan hati dan demi terwujudnya program Pendewasaan Usia
Perkawinan untuk meminimalisir angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten

Musi Rawas, maka penulis menguraikan hal-hal berikut:

1. Masyarakat

Teruntuk masyarakat di Kabupaten Musi Rawas, hendaknya mendukung
serta ikut berperan aktif dalam mengimplementasikan program pemerintah
yaitu program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Terkhusus orangtua yang

memiliki anak remaja demi tercapainya kemaslahatan bersama.
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Pemerintah

a. Untuk kedepannya, hendaknya sosialisasi program PUP lebih dimasifkan

lagi agar menyentuh seluruh sekolah di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

b. DPPKB Kabupaten Musi Rawas diharapkan lebih aktif lagi dalam
mensosialisasikan program PUP, bahannya penggunaan obat-obat terlarang

dan sex education ke kelompok PIK Remaja dan BKR.

c. Teruntuk DPPKB Musi Rawas, mengingat masifnya penyebaran virus
COVID-19 yang membuat sosialisasi program PUP yang seharusnya
dilaksanakan di sekolah-sekolah menjadi tertunda. DPPKB Musi Rawas
diharapkan mampu mencari alternatif lain untuk mensosialisasikan
program tersebut agar terciptanya tujuan yang diharapkan dari program

PUP.
Tokoh Agama

Teruntuk tokoh agama di Kabupaten Musi Rawas, dengan
mempertimbangkan berbagai kemudharatan yang timbul akibat perkawinan di
bawah umur. Hendaknya tokoh agama setempat ikut berperan aktif dalam
mensosialisasikan program Pendewasaan Usia Perkawinan ke berbagai
kegiatan keagamaan. Beberapa wawancara yang telah peneliti lakukan, tokoh
agama di Kabupaten Musi Rawas setuju akan kemaslahatan dengan

ditingkatkannya usia menikah yang ideal berdasarkan Program PUP.
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